
 
 
 
 
 
 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR   13  TAHUN   2017 

 
TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN  2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

 
Menimbang :    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib 
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 
persetujuan bersama; 

 
b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam 
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran 
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah 
dengan DPRD pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan November 
Tahun Dua Ribu Tujuh Belas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran  2018; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1959  tentang Penetapan 
Undang- Undang  Darurat  Nomor  4  Tahun  1956,  Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956  tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

 
 
 



 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
 



 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4028); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4712); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5340); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4575); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5155); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585); 
 

 
 



 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4738); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4829); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4864); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5219); 



 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5272); 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  6041); 

 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  6057); 

 
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5); 

 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 541); 

 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

 



 
 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 
41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

: 900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta 
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 

 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 08); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN LAMPUNG    SELATAN 
dan 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN                   
TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran  2018 adalah sebagai berikut: 
 
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.117.776.088.712,00 
b. Belanja Daerah  Rp. 2.178.641.688.999,00 

Surplus/(Defisit)                                         Rp.   (60.865.600.287,00) 
 

c. Pembiayaan Daerah: 
1. Penerimaan            Rp.     85.027.600.287,00 
2. Pengeluaran            Rp.     24.162.000.000,00 
Pembiayaan Netto                                                        Rp.     60.865.600.287,00 

     Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  
     Berkenaan                                                                         Rp.                           0,00 
 
 



 
 

Pasal 2 
 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah                        Rp.      218.376.243.132,00 
b. Dana Perimbangan                              Rp.   1.414.320.899.280,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah   Rp.      485.078.946.300,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 

a. Pendapatan Pajak Daerah                                       Rp.        90.930.162.106,00 
b. Hasil Retribusi Daerah                                            Rp.          8.623.536.000,00 
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan  Rp.          6.173.848.526,00 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah            Rp.      112.648.696.500,00 

 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak               Rp.        41.233.928.280,00 
b. Dana Alokasi Umum                                                Rp.   1.019.207.779.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus                                              Rp.      353.879.192.000,00 

 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari : 
a. Pendapatan Hibah Rp.      100.141.935.700,00 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp.      119.477.787.600,00 
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                 Rp.      265.459.223.000,00 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung             Rp.   1.186.151.626.186,00 
b. Belanja Langsung                                      Rp.      992.159.566.063,00 

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai                     Rp.      810.636.565.871,00 
b. Belanja Bunga                       Rp.          5.400.000.000,00 
c. Belanja Hibah                                               Rp.        22.879.220.000,00 
d. Belanja Bantuan Sosial  Rp.             500.000.000,00 
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa Rp.      4.977.685.000,00      
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa                     Rp.      338.404.487.728,00 
g. Belanja Tidak Terduga                                   Rp.          3.684.164.337,00 
 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis 
belanja: 
a. Belanja Pegawai                                           Rp.      121.133.143.695,00 
b. Belanja Barang dan Jasa                                Rp.      353.786.585.039,00 
c. Belanja Modal                                               Rp.      517.239.837.329,00 

 
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan                                        Rp.        85.027.600.287,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan                                        Rp.        24.162.000.000,00 



 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya (SILPA)                                                Rp.        85.027.600.287,00                                                                   

  
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :         

a. Pembayaran Pokok Utang                                       Rp.        24.162.000.000,00 
 
 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang   merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 
 
a.  Lampiran I : Ringkasan APBD; 

 
b.  Lampiran II      : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan     
                              Organisasi; 
 
c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,  Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

 
e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

 
f.  Lampiran VI        : Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan; 

 
g. Lampiran VII    : Daftar Piutang Daerah; 

 
h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 

 
i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap    
                                 Daerah; 
 
j. Lampiran X     : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
 
k.  Lampiran XI  : Daftar  kegiatan - kegiatan  Tahun   sebelumnya yang   belum    

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 
 
l. Lampiran XII   : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

 
m. Lampiran XIII  : Daftar Pinjaman Daerah. 
 
 

Pasal 6 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional 
Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 
 
 



 
Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan.          

                                         Ditetapkan di  Kalianda 
                                                                     pada tanggal 28 Desember 2017      

                                                                 BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

    

                    dto                     
                                                

                                               ZAINUDIN HASAN                                                                           
Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal  28 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

 
                        dto 
 

FREDY  SM 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 13  

  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG NOMOR :  12 / 584 / LS / 2017                                  
 




